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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar
setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon Il ke atas menyusun laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan
Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah
disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Tahun 2024 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan memuat beberapa indikator kinerja serta target
yang ditetapkan dan diperlukan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan
pemerintah di bidang perhubungan khususnya sub sektor transportasi laut yang
disusun pada saat setelah menerima alokasi anggaran.
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RENCANA KINERJA TAHUNAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TAHUN 2024

| NO | SASARAN PROGRAM/ |

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET |

(1)

(2)

(3)

(4)

(8)

Perhubungan Laut

Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis

SK

Terlaksananya dukungan
manajemen dan teknis di
Lingkungan Ditjen
Perhubungan Laut

IKK 1

Persentase Peningkatan
Alokasi kebutuhan SDM Ditjen
Hubla oleh Kemenpan RB
berdasarkan kebutuhan

%

IKK 2

Peningkatan kompetensi SDM
Ditjen Perhubungan Laut

Sertifikat

1900

IKK 3

Persentase kehandalan sistem
informasi Ditjen Perhubungan
Laut

%

90

IKK 4

| Kepuasan publik atas layanan
informasi/kehumasan

Skala likert

IKK 5

Disepakatinya perjanjian Kerja
Sama di bidang transportasi
laut

Kerjasama

30

IKK 6

Laut

Nilai AKIP Ditjien Perhubungan |

Nilai

20

IKK7

Nilai Maturitas SPIP Ditjen
Perhubungan Laut

IKK 8

Persentase Daya Serap Ditjen
Perhubungan Laut

%

93,50

IKK 9

Pencapaian target penyusunan
konsep baru/revisi/ratifikasi
regulasi di bidang transportasi
laut

Konsep
peraturan

20

IKK 10

Pencapaian Target Penetapan
Status Penggunaan (PSP)
BMN

Status BMN

10

IKK 11

Jumlah KSP yang
dilaksanakan

KSP

15
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